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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024:

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025:

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
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10.

11.

13.

14.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021,

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta  Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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19,
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21.
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24.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2024,

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;
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KESATU

KEDUA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

08, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

79, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdeyaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
_ampiran Keputusan ini.

Perubahan Rencana Kerja Pemberdayaan Masvaraxal Desa
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Pemberdayaan
Viasyarakat Desa dalam  menyusun RKA Perubahan Dinas
“emberdayaar Viasyarakat Desa kabupaten Pasuruan.

i1

Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanny:
Keputusan ini pada Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
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Keputusan in mulai berlaku padea tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 -~ 3- 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO

vth., 1. Inspektur Daerah

2

Kabupaten Pasuruan
kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan

kepala Bappelitbanda
Kabupaen Pasuruan.




BAB IV
PENUTUP

Sesuai amanat Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Nasional maka satuan kerja Perangkat Daerah mempunyal
kewaiiban menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Perubahan

~

fahun Anggaran 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
bertolak ukur pada potensi sumber daya manusia dan asset yang terbatas. Hal
-ersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas
cukup tinggl, permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah terletak pada Sumber Dayva
Manusia/Pemuda dan ketersediaan dana untuk pembinaan dan pemeliharaan

&

Sarana dan Prasarana peralatan dan perlengkapan kantor serta kemampuan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam menjalin kerjasama

vang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan

I
.

-
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erjanya.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO




DOKUMEN
RENCANA
KERJA
PERUBAHAN




RENJA PERUBAHAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas Karunia,
Hidayah dan Inayah Nya semata, maka Rencana kerja Perubahan Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai wujud perencanaan tahunan dapat
terselesaikan dengan tepat waktu.

Rencana kerja Perubahan disusun dengan harapan agar diketahui seberapa besar
sasaran, target kinerja yang akan dicapai dan seberapa besar pagu indikatif yang dibutuhkan
dalam satu tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya pada semua pihak yang membantu dan bekerja sama hingga
terselesaikannya penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disampaikan terima kasih.

Demikian Rencana kerja ini kami susun untuk dapatnya digunakan sebagaimana

mestinya.

Pasuruan, Mei 2024

UnauHONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 197002111993031006
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DAFTAR ISI
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RENJA PERUBAHAN 2024

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.

Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh
karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana
dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak
menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang—
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu
dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.
Dengan dasar ini seluruh OPD berkewajiban membuat rencana strategis OPD
untuk periode waktu lima tahun dan Rencana kerja tiap tahun.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

kerja Pemerintah Daerah.
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Sebagaimana diamanatkan dalam UNdang — Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang system perencanaan Pembangunan terdiri dari atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025, Rencana
Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis
Kementriaan/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah RKP dan Rencana Kerja
Kementrian/Lembaga, sebagai upaya mewujudkan perencanaan Nasional
tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan tingkat daerah yang
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD).

Penyusunan RPD Tahun 2024- 2026 harus berpedoman pada RPJMN Tahun
2020- 2024, RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2024,RPJPD Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.
Hal ini dimaksudkan agar RPD yang disusun tidak bertentangan dan selaras
dengan perencanaan yang sudah disusun dan diundangkan. Keterkaitan antara
dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan dengan RPD Kabupaten Pasuruan, serta
keterkaitanya dengan dokumen perencanaan Pembangunan Propinsi dan
Nasional, agar tercapai sinkronisasi antara dokumen Perencanaan Nasional,
Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu
dan dipedomani pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) yang
akan menjadi dasar penyusunan KUA- PPAS dan RAPBD beserta rinciannya (RKA-

SKPD). Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud sebagaimana dalam

gambar |
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Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Kementriaan Dalam Negeri, 2018
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1.2.

Landasan Hukum

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3,

Landasan idiil : Pancasila ;

Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 ;

Landasan operasional

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

10)

11)

12)

13)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja

Pemerintah;
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14) Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan
Rencana kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana kerja Pemerintah Daerah;

18) Permendagri 104/2018 tentang penilaiaan dan pemberiaan
penghargaan dan/atau insentif Inovasi daerah;

19) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21) Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga , Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pemberiaan penghargaan kepemudaan;

22) Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga Nomor 15 Tahun 2023
tentang Tata cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah;

23) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023
tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausaan Pemuda Daerah;

24) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi
Daerah;

25) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022
Tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;

26) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;
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1.3.

1.4.

27) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga;

28) Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

29) Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

30) Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024- 2026

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renja perubahan adalah memberikan arah
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif
gender dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk jangka waktu
satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan lima tahun,
sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten
Pasuruan.

Tujuan perubahan Renja Perubahan adalah:

1) Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
daerah.

2) Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana kerja anggaran
(RKA) sebagai tahap pergeseran abggaran untuk dijadikan dokumen
penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan
kegiatan OPD tahunan.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan Il Tahun 2024

2.1.  Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan Il

2.2.  Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

3.1.  Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Penutup
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2:1.

BABII

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2024

Evaluasi hasil Renja 2024 Triwulan II

Rencana kerja Perubahan yang kemudian dituangkan dalam dokumen

pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) merupakan perencanaan yang sudah

tersusun dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan OPD selama satu

tahun. Tiap tiga bulan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana kerja

tersebut sebagai kontrol agar kegiatan tetap terfokus dan permasalahan yang

ada dapat segera diselesaikan termasuk juga sebagai bahan tambahan dalam

penyusunan Rencana kerja tahun depan.

Berikut tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan

Tahun 2026 yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan

Tahun TARGET KINERIJA
D TUJUAN/SASARAN Masa
SASARAN INRHATOR Sk Koa::lzs/i . Transisi
A L SASARAN Al PADA TAHUN KE -
2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 11
Meningkatnya
kepemimpinan Rasio Pemuda
1 | pemuda Pelopor (per 0,19 0,19 0,21 0,22 0,22
dalam 1000 pemuda)
pembangunan
Persentase
pertisipasi
Meningkatnya | Pemudadalam |5 0199 | 0,013% | 0,015% | 0,016% | 0,016%
s kegiatan ekonomi
partisipasi oy ;
da d mandiri (dari
pemu E.i a1 10.000 pemuda)
prestasi
Persentase
olahraga N
ERREE 8,90% 9% 9,10% | 9,20% | 9,20%
pemuda dalam
| organisasi
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| kepemudaan dan
organisasi sosial
masyarakat

Persentase insan

olahraga yang 20 22 24 26 28
berprestasi
Meningkatnya
Akuntabilitas | Nilai SAKIP OPD 80,01 81,25 82,00 82,45 82,45
IP
Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2024
Indikator Kinerja Utama
SASARAN INDIKATOR Penanggung
FORMULASI/PENJELASAN Sumber Data .
NO STRATEGIS | KINERIAUTAMA | = ._./ i jawab
il:ﬂenlngkathva Hasio Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor ar. BNF L
1 epen;lmdpni'\an Pelopor (per Hmigikre P PRAMUKA, Bid Pemuda
pemudadalam | 4444 semuda) Jumizh Pemuds DISPENDUKCAPIL
pembangunan
Bid Pemuda,
p tase s BPS, KNPI
Meningkatnya EFS_F!I.’I 35. Jumlah Pemuda (16-30 e
rtlsipas] partisipasi tahun ) yang Vg _
1 g da pemuda dalam berwirausaha kepemudaan Bid Pemuda
AR ? " kegiatan ,disperindak,
prestasi nlahrags ekonomi mandiri Jumlah pemuda naker, dinas
(16-30 tahun) koperasi
Persentase
i il Jumlah Pemuda (16-30 | Bid Pemuda, BPS,
PRIUGR Qe tahun ) dalam organisasi | KNPI,Oganisasi | .. . .
:rga"'sa;' 3 kepemudaan,
epen"lu :aan ) an kesbangpol
organisasi sosial Jumlah
masyarakat pemuda (16-30 tahun )
Persentase Insan | Jumlah insan o!ahraga Bid (:‘)Iahraga, Bid Olahraga
olahraga yang yang berprestasi Koni, Cabor -
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berpres_tas_l . . Cabor ,club
Jumlah insan olahraga
yang di berangkatkan
Meningkatnya 8PS, Bid P g
Akuntabilitas - Hasil Evaluasi . 0 remuda Sekretariata
2 o Nilai SAKIP PD , Bid Olahraga,
Kinerja Perangkat Inspektorat . . n
Penerima Hibah
Daerah
Pengukuran Capaian Kinerja TB Il Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya vyang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-
masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat
dilihat pada lampiran. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang
telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci
sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama PD
Dalam capaian ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan ini masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2024 maupun Renja Tahun 2024. Hasil pengukuran atas

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan

menunjukan hasil sebagai berikut:

. Target Target Triwulan REALISASI | CAPAIAN
Tujuan Strategis Indikator Tah
J 8 Kinerja Fos ! I i W,
2024
kMenmgkat.rwa Rasio Pemuda
epemimpinan Pelopor (per 0.19 0.1 0.09 on proses
pemuda dalam
1000 pemuda)
pembangunan
Target Triwulan

Sasaran Strategis i Ta;get ;

. Kinerja o | I m o

2024
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Menin;g_ka’én?_a Persentase
partisipasi partisipasi
pemuda dan pemuda dalam
prestasi olahraga | kegiatan 1.30% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.40% 0.20% 100%
ekonomi
mandiri (dari
10.000 pemuda)
Persentase
partisipasi
pemuda dalam
organisasi 2 5
kepamudasn 9% 1% 2% 3% 3% 1% 100%
dan organisasi
sosial
masyarakat
Meningkatnya
a?‘tnilsrilgasi ¥ Persentase
P P insan olahraga 22% v v ' Vv 22% 100%
pemacanan ang berprestasi
prestasi olahraga Lk
o e Nilai SAKIP
Akuntabilitas Belum ada
. Perangkat 81.25 v =
Instansi penilaian
. Daerah
Pemerintah
2.1.1 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERIA
Sesuai Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024- 2026 , Tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya
kepemimpinan pemuda dalam pembangunan Adapun analisa dari sasaran
strategis tersebut dalam mencapai IKU Bupati serta tujuan dan sasaran dari Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, akan diuraikan sebagai berikut :
2.1.1.1 SASARAN STRATEGIS
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.1.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
; Target Target Triwulan REALISASI | CAPAIAN |
Tujuan Strategis Indikator Tahun
Kinerja I i v
J 2024 I
Il:/ienlngill;atir::n Rasio Pemuda
SpeTmp Pelopor (per 0.19 Bl 0.09 on proses
pemuda dalam
1000 pemuda)
pembangunan
Sasaran Strategis Indikator Target Target Triwulan




ﬂnzpn.ygsa-dﬁgn-vﬂun:g?gng Em_g
Renja Perangkst Deerah Dinas ¥ da dan Olahrags b

Periode Pelaksanasn : Tahun 3024

rekaprealisasi 2021DISPORA

Indikantor dan target kinerja P Duerah P yang mengacu pada sasaron REFPD :
THU PD: M. ] P pusi p da dan i olahrag:
T
Realisnal kin, triwnlan Tingkat capaisn kaerjn dna Tinghkat Capalan
s ‘Realisas] capaian kinerja dan anggamn laaat ja tat (inerjs Dux Realisasl ‘Tinghkat capaizn kinerjn dan soggamn
Basaran 2024 2024 (%) Renstra 2024 [3) renstra tahoa 2024 %]
NO Program dan Hegiatan " i v et
K Rp K Rp K | Rp K Rp K Rp [ Rp K Rp
1 2 a3 9 10 11 12 13= 12/7 x100% 14 =612 15=14/5 X 100%

Meningiatays muta

URUSAN FEMERISTAHAN WAJEE PANG TIDAK BERKAITAR
DENGAN PELATANAN DASAR

Eéugggﬂ

Pemyedinan Gaji dan Tunjangan ASN
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Gedung Kantor atau Bangunan Lainnys

Penyediann Barang Cetakan dan Pergaandsan 500 lembar 900,000 500 lemibar 200 000 29000 Lembar 12,896,300 29000 Lembar 108%
Fasilitasi Kunjungsn Tasu 0 EDIV/OL 12 Bulen 18.978.810 12 Bulan 100%
@HT :
P Rapat K i den SKPD 3 bulan 41.186.333 | 2 bulan 49.572.866 3 bulen 00,750,169 12 Bulan 200.082.199 12 Bulan 183%
iy } i i) 7 Lo o £DIV/O! 12 bulan 30.000.000. 12 bulan 100%
ity At B erhanis o ¥nIv/o! 12 Bulan 12 Bulan EDIV/0!
3 bulan 3.305.600
704.900.000
P Linas O 1 atau Lapangan 16.650.000 493.850.000
Pengadaan Mebel 477.200.000 o 477.200.000 DIV 0!
205.489.000 1 upit 10.600.00 2 unit 216.089.000
217.1
-—
3 53.541.76. 53.541.761
|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayn Air den Listrik 3 bulan 51.780.250 | & bulan 53.541. 3 bulan 105.322.011
e
Penyedinan Jasa Pelayansn Usmum Kentor & bulan 1.840.000 & 6  bulan 1.840.000
i 62.922.430
P disan Jasa F ik Biayn T 1t Pagak, dan §
[oanemapaiy D P ol it 3 bulan 69.040.573 | 3 bulan 56.859.380 3 bulan 125.892.053
Pesmeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanter dan Bangunsn Leinnya | 3 bulan 268.100.000 3 bulan 268,100.000
Pemeliharaan Rehabilitasi w-..l..l dan Prassrana Pendulung 3 wislan. £.000.000 3 bulan £.063.050 3 Balan 12.063.050
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Pemeliharaan peralatan dan mesin lninnya 3.000.000 +] 3.000.000 o 12 Bulan 10.500.000 12 Bulan 140%
Pemelibaraan Aset Tetap o - #DIV O 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 100%
aH
Pengadasn Peralatan dan Mesin Lainnya (1] - TDIV/oL 5.000.000 100%:
ST2.501.300 572.501.300 1.931.501.300 150
14 188500 .. % 14.188.500 T93.185.500 § G9!
Wocrdifioal, SsIcRast St Peys it : a0 40 4 568,500 o 83.568.500 500 21
Kopasitns Daya Saing Pernuda Pelopor Orang 380.000 Ty 14.188.500 30 Orang 14.568. ! 600 crang 3568, orang 121%]
P A R o e = "
Kapasitns Daya Saing Wira Usaha Pemula
... i i i i den F Ty ! F i .|. o
Kapasitas Doyn Saing Pemuda Kader Kabupaten (kota
Prmuda, Advokasi, Alcses ik Diri, =
Prassrana dan Sarana Tenpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda. [+] - #DIV /01
Dolam Proses P Ink Evahuasi dan
B g a1 g i B A m
F innsi Bu Lintas Selctor Penyelenggaraan ..m.._ -
Pelayanan Kep daen Melahui Imgp i Rencena Alosi .m 0 - #DIV /0
Daerah/Rad Tingkat Kabupaten[Kota =] :
|
g &
B P = Hab/& 1] - DIV /01
id!.‘.-. Penghargaan Pemuda dan organisaxi pemuda yeng = o
3
Peringiaten e . dmn ! 0 : /0
3 556,312.80( o : - 558.312.800
s TR P
dinnsi, Si jsani dan F Pemberdayaan Pemuds ..
atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitrasn dengan Dunia - o
Usaha
Peningkatan Knpasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudsan 2.455.293.420
788.501.700
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T E X .. . P l.l didikan Pada et P e
\Jeajang Pendidilken yung Menjadl Eewenzogan Dacrah 3 Kegiatan | | £5.000.000 e
di i dan P F dan
i Pk Dbl deo i Olahraga i - 7 Laknsi 15.000.000 7 Lalkasi 100%
Usaha @H
4 . Y 7 i dan F £l B, i :
Perloumpulan Olahrogs den Penyelenggarann Kompetisi Oleh Satuan | 1 Kegiatan 2.086.000 1 Kegiatan 2.086 000 o 3 kegintan 27.085.000 3 kegiatan 108%
%. n Dasar
K i, Sinkronisasi dan Sarana dan :
e gl ey ‘_woS.Sc.” Eo..e
563.601.700 42%
Penyelenggarann Kejuaraan Olahrmga Muiti Bvent dan Single Event 43500 }
Tioglkat Xabupaten/Kole oy Oong 100.000.000 § S0 qrpog 439.743.5 ]
A i
Penyslenggarasn Kejuaraan dan Pekon Olahraga Tingkat Kab/Kota | 70 Orang 151.150.000 | 65 orung 300.007 £0D g 3.625.754.900
isipasi dan dalam Penyslengs: i isasi hib|  1.518.472.250 75.000.000) O realisasi hibel 1.503.472.250
o
Seleksi Atlst Daerah E o =
Pemusatan Latthan Daersh, Imu Pengetshuan dan Teknolog ...
Keolahragaan (Sport Science] 80 orang 85.374.000 80 orang 85.374.000
dan Atlet Berprestasi Kab/Kota 1S Orang 40.478.000 15 Orang 40.478.000
{Pemberian Penghargaan Clahragn Kabupaten/Kota 120 Orang 3.493.800.000 120  Orang 3.493.800.000
=
n "
S " o
e bangns O o
o
224.900.000




MERaPregiioasl £us ARSI

Olahraga Relreasi oo e S kegintan 864500000 5 kegiatan 151
Pemberdayaen Perkumpulan Olahrage Reloeas 30 orang
F cli P dan F Sarana den 3
Prasarana Olahraga Relrsas 2 kegintan
Pengembangan Olshraga Wisata, Tentangen dan Petualangsn 5 kegintan
1 keginten
|
- |
kegintan Skegiastan
P Pengadaan, F i F dan
F Py dnn Sarana K i Tinglnt Daerah - -

MUJIOND, 5.505., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 197005071991011001
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Kinerja Tahun
2024 I I i \Y
Meningkatnya Persentase
partisipasi partisipasi
pemuda dan pemuda dalam
prestasi olahraga Eﬁi‘:;:l 1.30% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.20% 100%
mandiri (dari
10.000
pemuda)
Persentase
partisipasi
pemuda dalam
E;ii'::jj‘aan 9% 1% 2% 3% 3% 1% 100%
dan organisasi
sosial
masyarakat
Meningkatnya Persentase
partisipasi insan olahraga 299% " ” " . 29% 100%
pemuda dan yang
prestasi olahraga | berprestasi
2. Meningkatnya |\ caggp
Akuntabilitas Belum ada
; Perangkat 81.25 v -
Instansi penilaian
. Daerah
Pemerintah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Realisasi Program dan kegiatan yang dapat dikatakan memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dapat dilihat dari Realisasi program,
kegiatan dan sub kegiatan yang terealisasi. Untuk prestasi yang di capai pada tribulan |
ini belum ada karena pelaksanaan kegiatan ada di tribulan 1l

Pagu awal Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sebesar Rp. 22.196.793.412
(Dua Puluh dua miliyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh
tiga ribu Empat ratus dua belas rupiah) mengalami pergeseran sebesar
Rp. 1.340.394.230 (Satu Milyar Tiga ratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan

puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah)

1
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Alokasi Per - Sasaran Pembangunan

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA | ANGGARAN | TCRGESERAN | REALISAS
ANGGARAN ANGGARAN
Meningkat ,
kepemgimapir:\yaan — Rasio Pemuda Pelopor
dalam pembangunan (Per 1000 pemuda) 670,300,000 30,000,000 380,000
Meningkatnya partisipasi PErsEntase partlsm.asn
ermuda dar prestasi pemuda dalam kegiatan
glahra 3 ekonomi mandiri (dari 1,210,000,000 85,000,000
g 10.000 pemuda)
Persentase partisipasi
pemuda dalam
organisasi k
ganisasi kepemudaan | , o0/ 016000 | 309,700,000 | 1,896,980,620
dan organisasi sosial
masyarakat
Persentase insan
alahregn yene 11,054,127,478 | 520,406,830 | 5,391,360,250
berprestasi
Meningkatnya
Akunta'blhtas Instansi Nilai Sakip OPD 6,277,755,034 395,287,400 2.314,346,163
Pemerintah
22,196,793,412 1,340,394,230 9,603,067,033
PENCAPAIAAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIBULAN |
KINERJA ANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR .
ERJ . .
STRATESLS HiRcHA Target Realisasi | Capaian Target Realisasi | Capaian
kMeigl;gi;a;;\;an Rasio Pemuda
Pelopor (Per 0.19 670,300,0
380,000
pemuda dalam | 4555 bemuda) 00
pembangunan
Persentase
P partisipasi
Men.lr'zgka‘tnya pemuda dalam
partisipasi kegiatan
pemuda dan S 020% | 0,20% 100% | 1,210,000,
" ekonomi
prestasi . - 000
tahirega mandiri (dari
® 10.000
pemuda)

12
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Persentase
partisipasi
pemuda dalam
:;g?gr:ms:;;an 1% 1% 100% | 2,984,610, | 1,896,980
P on: 000 ,620
dan organisasi
sosial
masyarakat
Persentase
insan olahraga 22% 22% 100% | 11,054,12 | 5,391,360
yang . 7,478 ,250
berprestasi
Meningkatnya
ns ans‘l 934 ,163
Pemerintah

13




2.3

Isu-isu Aktual penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program kegiatan OPD tidak terlepas dari isu-isu strategis

yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan program kegiatan sehingga

tujuan dan sasaran utama yang tertuang dalam rencana strategis OPD dapat

dilaksanakan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

Isu Strategis
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Faktor yang Mempengaruhi
Aspek Capaian/Kondisi Internal Eksternal Permasalahan
Kajian Saat ini (Kewenangan (Diluar Pelayanan PD
PD) Keweangan PD)
(1) (2) (3) (4) (5)
Program
Rendahnya , Rendahnya Kurangnya kegiatan
» peningkatan
kualitas SDM kesadaran pemberdayaan
peran serta
pemuda pemuda pemuda
Hasil kepemudaan
analisis
baran EIogm Minimnya peran | Kurangnya kegiatan
am
8 peningkatan P .g yares
pelayanan . serta pemuda pelatihan
perangkat ’ dalam kewirusahaan
kewirausahaan :
daerah berwirausaha pemuda
pemula
Program .
Belum i Minimnya )
peningkatan Belum optimalnya
meratanya sarana/prasarana
sarana dan pengembangan
sentra pembentukan
prasarana sentra olahraga
keolahragaan sentra olahraga
olahraga

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2023

Penentuan Isu-Isu Strategis

Adanya permasalahan dalam pelayanan Pemuda dan Olahraga dan

memperhatikan RPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kemenpora, Renstra Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan tata ruang wilayah serta kajian

lingkungan hidup strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya pemuda dalam Pelayanan

2. Pelaksanaan POPDA

Kepemudaan




RENJA PERUBAHAN 2024

3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pendukung prestasi pemuda

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan tujuan Rencana Perangkat Daerah maka ditetapkan sasaran
pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pasuruan, selama tiga tahun

ke depan .

Uraian berikut ini menjelaskan sasaran utama pembangunan Pemuda dan

Olahraga di kabupaten Pasuruan yang ingin dicapai selama 1 tahun ke depan,

yaitu:

1. Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan SDM Pemuda,

2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung prestasi pemuda

Strategi dan kebijakan dalam Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan
dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program
prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara
mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pasuruan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pasuruan.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran diselaraskan dengan
strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan. Untuk merumuskan strategis
dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, yang perlu
diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam
mengembangan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan
analisis terhadap faktor — faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan

sebagai berikut :

A. Faktor Internal

15
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal
adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran,
sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas,

b. Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai,

c. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan
dan Olahraga,

d. Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan
dan peningkatan atlit.

2. Aspek Kelemahan

a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai
sehingga terhambat,

b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan
pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman
perencanaan strategis,

c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan
dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap
kinerja Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Pasuruan yaitu :
1. Aspek Peluang

a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi

pemuda dan olahraga,

b. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan
pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah
baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba
kejuaraan.

2. Aspek Tantangan
a. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional,
b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi

pemuda dan olahraga.

16
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KEKUATAN (S)
- Kesiapan struktur

KELEMAHAN (W)
- Masih terdapatnya tumpang

pemerintah terhadap
upaya peningkatan
prestasi pemuda dan
olahraga,

Kepercayaan pemuda
dan organisasi
kepemudaan terhadap
pelayanan
pengembangan
kepemudaan dan
keolahragaan yang
disajikan pemerintah
baik melalui pelatihan,
peningkatan mutu
organisasi, hasil karya
lomba kejuaraan

sinkronisasi sasaran, arah
kebijakan, program dan
kegiatan dengan
Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Daerah,

- Meningkatkan kompetensi
dan profesionalisme
pemuda melalui inovasi
dan kreatifitas program
dan kegiatan

L Meningkatan prestasi
olahraga melalui intensitas
pembinaan olahraga,
fasilitasi kegiatan olahraga
prestasi, olahraga pelajar
dan olahraga rekreasi

INTERNAL organisasi, tata kerja, dan tindih pekerjaan, tugas dan
tupoksi Dinas fungsi pegawai sehingga
Kepemudaan dan terhambat,
Olahraga yang cukup - Belum optimalnya kapasitas
memadai, SDM Aparatur dalam
- Dukungan anggaran dalam | peningkatan dan
program kegiatan pengembangan
pengembangan kepemudaan, keolahragaan
Kepemudaan dan akibat kurangnya
EKSTERNAL Olahraga, pemahaman perencanaan
- Memiliki sarana dan strategis,
prasarana gedung olah - Sinergitas kebijakan dalam
raga sebagai pembinaan pembinaan pemuda/
dan peningkatan atlit, organisasi kepemudaan dan
prestasi olahraga belum
dimanajemen dengan
optimal,
PELUANG (O) STRATEGI S+0 STRATEGI W+0
- Tingginya dukungan - Peningkatan koordinasi, - Peningkatan sistem

pengelolaan kelembagaan
dan kapasitas SDM
aparatur,

- Peningkatan sistem
manajemen pembinaan
kepemudaan dan olahraga
dalam berprestasi

g7
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TANTANGAN (T)

- Meningkatnya
persaingan prestasi
tingkat regional dan
nasional,

- Meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap
peningkatan prestasi
pemuda dan olahraga,

STRATEGI S+T
Meningkatkan
keikutsertaan pemuda
dalam pelatihan,
peningkatan mutu
organisasi dan hasil karya
serta atlit dalam lomba
kejuaraan olahraga,

STRATEGI W+T
Peningkatan jumlah
aparatur pembina dan staf
berkualitas melalui pelatihan
secara berjenjang dan
berkelanjutan,

Mendorong masyarakat,
pemuda dan atlit dengan
pemberian pelatihan/

tambahan kemampuan (skill)
dan pembinaan atlit agar
dapat berkompeten, berdaya
saing dan berprestasi,
Rutinitas kejuaraan bidang
pemuda dan olahraga perlu
digiatkan,

Peningkatan kesejahteraan
pemuda dan pelaku olahraga

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan
peningkatan kinerja DISPORA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya,
DISPORA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada
koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh
aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat
menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA vyang dilaksanakan
memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada
kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan
suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari
seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan

dan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.
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BAB i
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1.  Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana kerja PD
Tujuan adalah Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
Indikator tujuan adalah Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda)
Sasaran adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
Indikator sasarannya adalah Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi
mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi

sosial masyarakat , persentase insan olahraga yang berprestasi

Table 3.1
Perubahan Target IKU/ SPM/ IKK TAHUN 2024

. Target 2024
Realisasi

Uraian IKU/ SPM/IKK Satuan 2023 Keterangan

Awal | Perubahan

Meningkatnya Pera Meningkatnya
Tujuan PD : kepemimpinan pemuda dalam
pembangunan

Rasio Pemuda Pelopor (per 1000

Indikator e

0,19

Meningkatnya partisipasi pemuda

Sasaran PD : dan prestasi olahraga

Persentase partisipasi pemuda

rlikatar dalam kegiatan ekonomi mandiri

Persen 0,013

Persentase partisipasi pemuda
dalam organisasi kepemudaan dan | Persen 9
organisasi sosial masyarakat

Persentase Insan olahraga yang

; Persen 22
berprestasi

Meningkatnya Akuntabilitas

Sasaran PD : Kinerja Perangkat Daerah
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3 | Indikator Nilai SAKIP PD l ‘ 80.25 8125
TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024
PROGRAM
/KEGIATA
PRIORITAS N/SUB TARGET INDIKATOR
PEMBANG PROYEK KEGIATAN REIETAN FAGL ANGGARAN KINERJA
NO BERDASARKAN SIPD
UNAN STRATEGIS BAB IV TAHUN 2024
DAERAH RKPD
TAHUN PERUBA PERUBAH
2024 AWAL £ AWAL o
Penanggul
angan
1 kemiskina | Tidak ada di

n dan RKPD BAB Il

pengangg

uran
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Penyelenggaraan 60
Peningkatan Kapasitas 162,80 | 132,800, Ot 60 Orang
Daya Saing Pemuda 0,000 | 000
Pelopor
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Penyelenggaraan 4000
Peningkatan Kapasitas 660,00 | 575,000, afsifg 200 orang
Daya Saing Wira Usaha | 0,000 | 000
Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Penyelenggaraan 3000
Peningkatan Kapasitas 500,00 | 500,000, srang 200 orang
Daya Saing Pemuda 0,000 | 000

Kader Kabupaten/kota
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Pemberian Penghargaan
Pemuda dan organisasi
pemuda yang Berjasa
dan/atau Berprestasi

7,500,0
00

7,500,00
0

4 orang | 1 orang

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Pemuda
atau Organisasi
Kepemudaan Melalui
Kemitraan dengan Dunia
Usaha

100,00
0,000

100,000,
000

70

70 orang
orang

Penyelenggaraan

Peningkatan Kapasitas
Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan

Kabupaten/ Kota

2,984,6
10,000

2,674,91
0,000

20

10 dok .
organisasi

Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga
Multi Event dan Single
Event Tingkat
Kabupaten/Kota

910,42
8,200

910,428
,200

1 dok 1 dok

Penyelenggaraan
Kejuaraan dan Pekan
Olahraga Tingkat
Kab/Kota

199,99
9,800

149,999
,800

1 dok 1 dok

Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga Rekreasi

'Pembinaan dan

Penyelenggaraan,
Pengembangan dan
Pemasalan Festival dan
Olahraga Rekreasi

1,794,9
79,068

1,794,97
9,068

5 dok 5 dok

Pengembangan
Organisasi Kepramukaan
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Penyelenggaraan
Kegiatan Kepramukaan 450,00
Tingkat Daerah 0,000

450,000, 3

000 | laporan Sgparsn
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Peranghat Daerah : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan/ Bidang Urusan Rencana Perubahan Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 ‘4
Kode Hoﬂeq_hnﬂrhh uﬁondr%.”._w Target Catatan Penting
Lolkasi Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DAU
Rp 21.951.900 DAU 2 dok Rp 50.000.000
Perencanaan Perangkat Belanjaoperast _____: Rp _ 21.951.900
Daerah | Belanja pegawai _ : Rp -
Belanja barang dan @ Rp 21.951.900
jasa SEES
Belanja bunga Rp
Belanja subsidi Rp
S | Belanja hibah Rp
3 Belanja bantuan Rp
5 sosial
Belanja modal Rp
Belanja tidak terduga Rp
Belanja transfer Rp
Koordinasi dan Penyusunan |Kab. Pasuruan| 8 dok ) Rp ~ 113.913.800| DAU 8 dok | Rp 125.000.000 |
Laporan Capaian Kinerja | Belanja operasi Rp ] 113.913.800
dan Ikhtisar Realisasi Belanj wai : Rp E.
Kinerja SKFD Belanja barang dan : Rp 113.913.800
jasa
|__Belanja bunga Rp
Belanja subsidi Rp
Belanja hibah Rp
Belanja bantuan Rp
sosial
Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga__: Rp _
Belanja transfer : Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat |Kab. Pasuruan 6dok | Rp 1.200.000 DAU 6 dok Rp o 46.384.000
Daerah Belanja operasi : Rp 1.200.000
Belanja pegawai : Rp -
Belanja barang dan @ Rp 1.200.000
jasa Sm——
| Belanja bunga : Rp -
| Belanja subsidi : Rp
Belanija hibah : Rp
Belanja bantuan : Rp
sosial - L
Belanja modal : Rp S
| Belanja tidak terduga  : Rp ) =l
Belanja transfer : Rp -




Administrasi Ke g 100% Rp 3.641.707.744 100% Rp T & AFAPe ST RN = RN
Perangkat Daerah
DAU
Penyediaan Gaji dan b Pasnriom] & Bule| | Ep T 2.856.058.000 DAU 14 Bulan Rp 3.200.000.000
Tunjangan ASN
Belanjacperasi___: Rp _______ 2856.058.000
| Belanjapegawai : Rp  2.856.058.000
Belanja barangdan : Rp -
jasa e e e
| Belanjabunga  : Rp O
| Belanjasubsidi = : R A==
“Belanjahibah ___: Rp -
Belanja bantuan Rp
| sosial o o
| Belanja modal : Rp -
| Belanja tidak terduga : Rp A
Belanja transfer : Rp
Penyediaan Administrasi Kab. Pasuruan| 12 Bulan Rp 704.289.744 DAU 12 Bulan Rp 802.974.520
Pelaksanaan Tugas ASN
Belanja operast : Rp 704.289.744
| Belanjapegawai _ : Rp z
Belanja barang dan : Rp 704.289.744
| jasa o - .
| Belanjabunga  : Rp =
Belanja subsidi : Rp =
Belanja : Rp
Belanja bantuan : Rp
sosial
Belanja modal : Rp -
Belanja tidak terduga __: Rp _ =)
Belanja transfer : Rp -
Pelaksanaan Penatausahaan|Kab. Pasuruan|159 laporan Rp £1.360.000 DAU 159 laporan Rp 150.915.000
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD ¥ N e 1
: Rp __ 81.350.000 |
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Rp
Belanjamodal ______: Rp e -
Belanja tidak terduga : Rp - ——
m..h&nu.gmﬁmw : Rp - ]
Administrasi Kepegawaian 0% Rp z 0% Rp "~ 200.000.000
Perangkat Daerch
DAU




1.010.903.166

Administrasi Umum 12 Bulan Rp 306.679.588 12 Bulan Rp
Perangkat Daerah
DAU
Penyediaan Peralatan dan | Kab. Pasuruan| 47 Jenis | ~—  Rp ~ 95.619.518|  DAU 47 Jenis | Rp _ 115.653.056 |
Perlengkapan Kantor |Belanjaoperasi ——
| Belanjapegawai  : Rp N
Belanja barang dan  :
iasa e
_ Belanjabunga  : Rp EES—E s
| Belanjasubsidi  : Rp .
__Belanja hibah Rp. = = NV
Belanja bantuan Rp
sosial R S
\Belanjamodal @ Rp -
Belanja tidak terduga _: Rp
Belanja transfer Rp
Penyediaan Barang Cetakan |Kab. Pasuruan| 290001br | Rp . 23.021.300 | DAU 29000 Tbr [ 111.998.300
dan Penggandaan Belanjaoperasi o
Belanjapegawai  : Rp
Belanja barang dan :
jasa
Belanja bunga Rp -]
Belanja subsidi Rp
Belanja hibah Rp
Belanja bantuan Rp
sosial
Belanja modal Rp
|Belanja tidak terduga = Rp =]
| Belanjatransfer __ : Rp .
Penyediaan bahan logistik | Kab. Pasuruan| 12 Bulan Rp ~ 40.658.770 DAU 12 Bulan Rp .. 43928810
kantor Belanja operasi 7
Belanja pegawai : Rp
Belanja barang dan :
jasa
| Belanja bunga Rp
Belanja subsidi : Rp o
Belanja hibah " Rp
: R
DAU 12 Bulan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kab. Pasuruan

12 Bulan




Belanja transfer Rp AR e
B penyediaan komponen Kab. Pasuruan| 12 Bulan DAU 12 Bulan
2 instalansi listk/
B Pencrangan Bangunan
Belanjatransfer < Rp
i @l Dukungan pelaksanaan 'Kab. Pasuruan
e <istem pemerintahan Pasuruan
i 8 bherbasis elektronik pada
i SkPD
Be transfer R
Penyediaan bahan logistik | Kab Pasuruan 12 bulan
kantor
B transfer : Rp
DAU I : : M : San—
| Pengadaan Barang Milik 12Bulan | o Rp 877.251.802 | 12 Bulan T . Los0a0.00D
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan (diisi) 12Butan | R 487.477.477 DAU e 12 Bulan Rp 500.015.000
Dinas Operasional atau Belanjaoperasi __: Rp - o o I
Lapangan | Belanjapegawai : Rp N
Belanja barang dan @ Rp
N S, R |
Belanjabunga  : Rp -
_ Belanjasubsidi  : Rp = —
_ Belanjahibah  : Rp i ju__ . =
Belanja bantuan Rp
_sogial 0 Rl CS— SR
Belanjamodal  : Rp A R =) T = |
| Belanja tidak terduga @ Rp Al S i e s e




| Belanja transfer

Pengadaan peralatan mesin
lninmya

(diisi)

12 Bulan

Belanja operast

273.235.800 |

Belanja pegawai

Belanja barang dan  :

| jasa
Belanja bunga

Belanja subsidi

| Belanja hibah

Belanja bantuan
sosial

Belanja modal

Belanja tidak terduga

Belanja transfer

12 Bulan

~300.015.000

Kab. Pasuruan

12 Bulan

elanh =

Belanja pegawai

jasa

Belanja barang dan :

| Belanjabunga

Belanja subsidi
| Belanja hibah

Belanja bantuan
sosial

Dol Fal

Belanja tidak terduga

Belanja transfer

12 Bulan

muna_a&wmb.. Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Kab. Pasuruan

12 Bulan

DAU

g

&

eER| FE

DAU

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Kab. Pasuruan

12 Bulan

A

25

FRE

DAU

12 Bulan

138.218.800




Pemeliharaan Barang Millk 12 Bulan Rp s42.622.300 | 12 Bulan Rp i e il el
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
DAU
Penyediaan Jasa Kab. Pasuruan| 12 Bulan | B ~_Rp ~ 317.760.500 DAU 12 Bulan Rp 353.012.700
Pemeliharaan, Biaya um.wmwaﬁ.,n. mmmﬂﬂw__l I. L S 1
Pemeliharaan, Pajak, dan  Belanjapegawai  : Rp O
Perizinan Kendaraan Dinas Belanja barang dan
Operasional atau Lapangan P - e —
_Belanjabunga @ Rp e
| Belanjasubsidi  : Rp =
_Belanjahibah  : Rp =
Belanja bantuan : Rp
| sosial -t
| Belanja modal : Rp
| Belanja tidak terduga _: Rp -
Belanja transfer i Rp
Pemeliharaan/Rebabilitasi |Kab. Pasuruen| 12Bulan [~ Rp 268.100.000|  DAU 12 Bulan Rp 148.356.040
Gedung Kantor dan Belanja operast ¥
Bangunan Lainnya Belanja pegawai : Rp
Belanja barang dan :
SN[ R P —
| Belanja bunga : Rp
| Belanjasubsidi  : Rp =
__Belanja hibah . Rp
Belanja bantuan : Rp
sosial
Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga _: Rp
Belanja transfer : Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi |Kab. Pasuruan 12 Bulan Rp 44.261.800 DAU 12 Bulan Rp 125.290.300
Sarana dan Prasarana | Belanja operasi z
Pendukung Gedung Kantor | Belanja pegawai Rp
atau Bangunan Lainnya Belanja barang dan
| jasa S
Belanja bunga Rp
Belanja subsidi : Rp
Belanja hibah : Rp
Belanja bantuan : Rp
| Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga _: _Rp e
Belanja transfer Rp
Pemeliharaan peralatan dan 12 Bulan o Rp 12.500.000 DAU | Rp 107.500.000
mesin lainnya _m.m..m;..m ‘operasi
| Belanja pegawai Rp
Belanja barang dan :
jasa i
| Belanjabunga _: Rp
| Belanja subsidi : Rp
| Belanjahibah  : Rp
Belanja bantuan Rp
sosial
Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga  : Rp
Belanja transfer Rp
N - DAU
DAU 12 Bulan | Rp - 105.000.000 |

Kab. Pasuruan

12 Bulan




‘mesin lainnya e i
__Belanja pegawai : Rp W
Belanja barang dan
__jasa . = [
| Belanjabunga _ : Rp .~
| Belanjasubsidi = : Rp e
| Belapjahibah @ Rp ]
Belanja bantuan : Rp
| sosial S
Belanja modal : Ep o= oo
Belanja tidak terduga @ Rp =]
Belanja transfer : Rp - =
Pemelibaraan asct te Kab. Pasuruan (12 Bulan | ] |Umm.c| | 12 Bulan Rp __105.000.000 |
Belanja operasi 3 ]
| Belanjapegawai  : Rp I
Belanja barang dan :
iasa EoWEEa
| Belanjabunga  : Rp o
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp R
Belanja bantuan : Rp
sosial
Belanja modal R -
Belanja tidak terduga : Rp -
Belanja transfer . Rp -

PROGRAM PENGEMBANGAN 100%
KAPASITAS DAYA SAING

DAU
DAU
DAU 24 pemuda Rp
Kejayan :
Peningkatan Kapasitas Belanja pegawai - Rp -
Daya Saing Pemuda Pelopor Belanja barang dan :
jasa
Belanja bunga : Rp -
Belanja subsidi : Rp -
Belanja hibah : Rp -
Belanja bantuan : Rp
sosial
Belanja modal : Rp =
Belanja tidak terduga  : Rp -
Belanja transfer : Rp =
Koordinasi, Sinkronisasi Kecamatan | 50 pemuda Rp 575.000.000 DAU 12 Bulan Rp 600.000.000
dan Penyelenggaraan Kejayan Belanja operasi 1 ]
Peningkatan Kapasitas Belanja pegawai @ Rp ——
Daya Saing Wira Usaha Belanja barang dan :
Pemula | jasa -
| Belanjabunga @ Rp i PSRN
Belanja subsidi : Rp B

| Belanjahibah _ : Rp




Kabupaten/kota

Belanja bantuan : Rp
sosial § _
Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga _: Rp
Belanja transfer % Rp
Koordinasi, Sinkronisasi Kecamatan |20 pemuda| ~ Rp 500.000.000 DAU 12 Bulan Rp 500.000.000
dan Penyelenggaraan Kejayan Belanjaoperasi  : Fp =
Peningkatan Kapasitas Daya Belanja pegawai @ Rp
Saing Pemuda Kader Belanja barang dan Rp =
JEe e =
| Belanjabunga @ Rp s
| Belanjasubsidi  : Rp ==
Belanjahibah _ : Rp = -
Belanja bantuan : Rp =
| sosial e _ RS
|Belanjamodal - I
Belanja tidak terduga e B
Belanja transfer

Peningkatan Kapasitas
Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan Kabupaten/
Kota

View Prigen

Hotel Tretes

.wua. E.mb,n

|Belanjaoperasi_____:
| Belanjapegawai @ Rp
Belanja barang dan

_ jasa —
_ Belanjabunga @ Rp

_Belanja subsidi __: Rp
__Belania hibah o

Belanja bantuan : Rp
__sosial
Belanjamodal __ : Rp
| Belanja tidak terduga __: Rp

 2.624.910.000




Belanja transfer L D
PROGRAM PENGEMBANGAN 100% 10.583.563.448 20% Rp 10.436.763.636
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN DAU
"~ Pembinaan dan i ST S B e ~——103.780.000| Rp 585.000.000
Pengembangan Olahraga
Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang menjadi
FKewenangan Daerah DAU
Kabupaten/Eota
Koordinasi, Sinkronisasi Kec. Prigen | 7 sekolah | pag | Rp ~115.000.000 |
dan Pelaksanaan sepakbola |Belanja operasi : Rp T (e
Pembentukan dan Belanja pegawai : Rp e A
Pengembangan Pusat Belanja barang dan : Rp
Pembinaan dan Pelatihan | _jasa I
Olshraga serta Sekolah | _Belanjabunga ¢ Rp
Olahraga yang Belanja subsidi : Rp
Diselenggarakan oleh | Belanja hibah Rp
Masyarakat dan Dunia Belanja bantuan : Rp
Usaha | sosial i =]
| Belanja modal 1 P e
Belanja tidak terduga _: Rp
Belanja transfer : Rp
Koordinasi, Sinkronisasi 38 Kab/Kota | 12 kali Rp 3.780.000 DAU 225.000.000
dan Pelaksanaan se Jawa Timur Belanja operasi .
Pemberdayaan Perkumpulan | Belamjapegawai _: Rp
Olahraga dan Belanja barang dan :
Penyelenggaraan Kompetisi jasa
oleh Satuan Pendidikan Janja bunga Rp o
Dasar | Belanja subsidi : Rp B (M.
| Belanja hibah Rp B —
Belanja bantuan : Rp
sosial
Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga - Rp
Belanja transfer : Rp
Koordinasi, sinkronisasi dan Rp 100.000.000 Rp 245.000.000
pelaksanaan penyediaan
sarana dan prasarana
olahraga kab /kota DAY
Pengelenggaraan Kefuaraan Wilayah 4.985.862.380 Rp 4.788.907.000
Olahraga Tingkat Daerah Provinsi ;
Kabupaten/Eota Jatim & Kab.
Pasurnan
Penyelenggaraan Kejuaraan Kec. Bangil |1 kejuaraan Rp - 910.428.200 DAU 963.160.000
Olahraga Multi Event dan | Belanja operasi : _
Single Event Tingkat | Belanja pegawai Rp -
Kabupaten/Kota Belanja barang dan :
jasa ]
| Belanja bunga : Rp T (e ——
| Belanja subsidi : Rp A | —
| Belanja hibah : Rp R | .
Belanja bantuan : Rp -
_sosial . - 7!||| A




Wlﬁnwwun modal : Rp . N AR
Belanja tidak terduga _ : Rp o e S
Belanja transfer : Rp | e O
Penyelenggaraan Kejuaraan | 24 Kecamatan |4 kejuaraan| - Rp 199.999.800|  DAU | o == - ~ 500.000.000
dan Pekan Olahraga Tingkat Belanja operast : Rp - P el
Kabupaten/Kota Belanja pegawai : Rp - o e
Belanja barang dan @ Rp
iasa —_— TSNS SRR, N
Belanja bunga + R0 RS SRR
| Belanja subsidi : Rp .| T
| Belanja hibah : Rp e S [N L
Belanja bantuan : Rp
| sosial — e e
Belanja modal : Rp S |
Belanja tidak terduga _: Rp e e E
Belanja transfer : Rp ]
Partisipasi dan Kab. 6 kegiatan, Rp  3.875.434.380 DAU | 3,325.747.000
Keikutsertaan dalam Pasuruan 2 hibah |Belanja operasi : o
Penyelenggaraan Kejuaraan | Belanja pegawai : Rp S
Belanja barang dan :
jasa
| Belanja bunga : Rp
Belanja subsidi : Rp
Belanja hibah : o I
Belanja bantuan : Rp
sosial I TSP |
Belanja modal : i
| Belanja tidak terduga
Belanja transfer H

Seleksi Atlet Daerah

24 Kecamatan

5 kegiatan

seleksi | Belanja operasi

DAU

3 kegiatan

Pemusatan Latihan
Daerah, Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan
{Sport Science}

Kec. Prigen

1 kegiatan

~ 88.999.800 DAU

| Belanja tidak terduga _ :

Belanja transfer

305.007.136




Pembinaan dan 24 kecamatan | 5 kegiatan Rp ) ~ 115.927.200|  DAU ot . — e —————
Pengembangan Atlet pembinaan | Belanja operast 8 S (— = S T SO -
Berprestasi Kabupaten/Kota Belanja pegawai ~ : REp e | S— -r v = = R
Relanja barang dan
jasa — | | - . P — I
Belanja bunga : Rp = A | — e ]
| Belanja subsidi : Rp I PR PR _ e~ -
| Belanja hibah : Rp _ o rmle = - -
Belanja bantuan : Rp
| sosial e . ]
Belanja modal : R 00 - - S = NES—
Belanja tidak terduga _: Rp L ——— -
Belanja transfer P e i I T = mas sy

Pemberian Penghargaan Kab. 40 orang | - - o Rp - .|u&wn.m.8§| AU | Rp - e 730.015.000
Olahraga Kabupaten/Kota Pasuruan Belanja operasi -2
| Belanja pegawai _ : Rp

Belanja barang dan :

7 R T e [ i —
‘Belanjabunga ¢ Rp el e [ —— ]
‘Belanjasubsidi __ : Rp L g e e o I
Belanjahibah  : ®Rp o e

Belanja bantuan : Rp
| sosial s SRR
Belanja modal : Rp

| Belanja tidak terduga  : Rp

Belanja transfer_ 5 EE————— - R~

Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. 1 - S o B e Rp : ) _225.000.000 |
Penyediaan Data dan Pasuruan koordinasi | Belanja operasi B
Informasi Sektoral Olahraga | Belanja pegawai : Bp.
Belanja barang dan
| jasa
| Belanjabunga _ : Rp
| Belanja subsidi : Rp
| Belanja hibah : Rp
Belanja bantuan : Rp

ErATTT T I e e
Belanja tidak terduga _: Rp
Belanja transfer : Rp

Pengembangan Organisasi Kec. 15 o - DAU 492.834.500
Keolahragaan Purwosari | organisasi |Belanja operasi




Belanjapegawai __: Rp L
Belanja barang dan
= . =
Belanjabunga  : Rp _q =
_ Belanj e TR . - e ———— =
| Belanja hibah : Rp e o 2
Belanja bantuan Rp -
| sosial - I ==
|Belanjamodal __ : Rp =
| Belanja tidak terduga _: Rp =2 e I
| Belanja transfer Rp - s o
Peningkatan Kerja sama i e - DAU . 215.000.000
Organisasi Keolahragaan Belanja operasi - e U
Provinsi Dengan Lembaga Belanja pegawai Rp -
Terkait Belanja barang dan
a
Be transfer Rp
DAU Rp 400.000.000
1.695.000.000
DAU
DAU —— 640.000.000
Pemberdayaan Perkumpulan| 4 kecamatan | 50 peserta DAU 7 kegiatan Rp 215.000.000

Olahraga Rekreasi




Belanja bantuan
_ sosial
Belanja modal
Belanja tidak terduga
Belanja transfer

3 xn
R
: Rp St aanrenee

B BRp

Pengembangan Olahraga 4 kecamatan | 4 kegiatan | o ey .
Wisata, Tantangan dan Belanjaoperast  :
Petualangan Belanja pegawai Rp e e
Belanja barang dan  :
jasa
Belanjabunga  : Rp
__ Belanja subsidi Rp o =
| Belanjahibah @ Rp R == e
Belanja bantuan Rp
sosial
| Belanja modal : Rp
Belanja tidak terduga _: Rp
Belanja transfer Rp
Pemanfaatan Olahraga 24 kecamatan | 1 kegiatan DAU | Rp_ 220.000.000
Tradisional dalam Belanja operasi Rp
Masyarakat Belanja pegawai Rp
Belanja barang dan @ Rp
| jasa - S I
| Belanjabunga ¢ Rp
Belanja subsidi Rp =
Belanja hibah Rp
DAU R e
SE wwm i
=== 450.000.000
Pengembangan Organisasi organisasi DAU
Kepramukaan pramuka
Belanja tidak terduga_ : Rp A
| Belanja transfer _ : Rp
Penyelenggaraan Kegiatan kab. Pas 1 . Rp 450.000.000 DAU 1 organisasi . 450.000.000
Kepramukaan Tingkat organisasi |Belanjaoperasi  : Rp ~ 450.000.000 - - ]
Daerah _ Belanjapegawai _: Rp RIS = .
Belanja barang dan
: : Rp
Lo e e s I - L - —_—
_ Belanjabunga @ Rp | SRS, e S e -

| Belanja subsidi
Belanja hibah

o S LSS PR




[ Belanja bantuan - i B R -
= . Rp |
Belanja modal . Rp

=y

i d ] -
= e - < e SL PR I W —— e
Belanja tidak terduga _: Rp ol R = e
Belanja transfer : Rp i o e e
= R ] e

21.087.407.918 _




RENJA PERUBAHAN 2024

BAB IV
PENUTUP

Sesuai amanat Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Nasional maka satuan kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban
menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) . Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 , Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bertolak ukur pada potensi sumber daya
manusia dan asset yang terbatas.Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan
yang memiliki kompleksitas cukup tinggi , permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah terletak pada Sumber Daya
Manusia / Pemuda dan ketersediaan dana untuk pembinaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor serta kemampuan Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan mitra kerjanya.

23



BERITA ACARA
VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Verifikasi : il

Hari/ Tanggal : Kamis / 1 Agustus 2024

URAIAN

CEKLIST

CATATAN

BAB | PENDAHULUAN

v

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

1.1 Latar Belakang

v

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

1.2 Landasan Hukum

UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan
Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan
Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati.
Urutan dalam kelompok perundangan, tahun dan nomor
yang lebih dahulu berada di urutan lebih atas.

1

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang ;

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

" |Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

 |Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

'U_r;aa'h_g'-'Uﬁaa.ﬁg Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 4723);

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725),

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

9 Undang-Undang Rebhblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67567);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024




10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

|Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12

13

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 |

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

|Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Sudah dimasukkan dalam Draft Rehj'a”Pé'r-L}BIahaﬁ 2024

14

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

15

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

16

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan
Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan
Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 225);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024 |

17

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional;

18

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781),

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

19

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

20

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

22

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

23

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024




atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

25 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ......... Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

NOMOF ...vovveer, ); ha" %

Dihapus

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

26 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 );

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

27 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2024, d‘ %FWK

Bisa ditambahkan dalam peraturan perundang-undangan
di renja perubahan.

28 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor .......... Tahun ......c.c.... |Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023
tentang Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 ,(Berita Daerah Tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor ..........). Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

30 Urutan Pada Landasan Hukum

Dalam batang tubuh renja pada sub bab 1.2, Landasan
Hukum diharapkan berisi semua peraturan yang sudah
ada dalam berita acara ini dengan urutan mengacu pada
point catatan Uraian 1.2. Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

1.4 Sistematika Penulisan

\/ Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
BAB Il EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN [l TAHUN 2024 o
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan Il - _ ) S D
Tabel 2.1 (E.81) Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Lingkup Kab \/ Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024
2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah —— e
isu terbaru s/d Triwulan Il 2024, misal : perubahan regulasi atau \/ Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024

instruksi pemerintah pusat, kasus/kejadian luar biasa (wabah penyakit,
bencana, dll), dli

BAB Ill RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

catatan : tampilkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026,
indikator dan target 2024 (awal dan perubahan), serta perubahan target
SPM/ IKK

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024.
Pada file excel sheet 3.1, untuk kolom perubahan jika
sama targetnya, diberikan angka yang sama.

lihat Sheet Tabel 3.1

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dimasukkan prioritas pembangunan daerah ke-2 :
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL (PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DAERAH).

~ Tabel 3.3. Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

catatan : beri penjelasan proses perubahannya, berdasarkan hasil
evaluasi yg sudah dilakukan pada Bab Il, penyesuaian regulasi misal :
nomenklatur terkait DAK dan CUKAI Tahun 2024 atau lainnya.

v

Sudah dimasukkan dalam Draft Renja Perubahan 2024.
Terdapat pada file excel sheet Tabel 3.3. (edit) (Sudah
mengambil rincian dari SIPD).

BAB V PENUTUP

Catatan umum :

Kembali tanggal : 2 Agustus 2024

\erifikator

=2

ARDIE KURNIAWAN

Pefangkat Daerah
%er,
P EVY T4.




